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4 Juni 2020

Yth. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH 
AGUNG
NPWP 00.113.581.3-941.000
di JL.RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS AMBON, AMBON, MALUKU, BATU 
MERAH

Sehubungan dengan telah terdaftarnya PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON 
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG Ke dalam basis data Direktorat 
Jenderal Pajak pada tanggal 1 April 2020, dengan ini kami menyampaikan bahwa kami meminta 
klarifikasi/kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dengan rincian sebagai berikut:

1. fotokopi dokumen penunjukansebagai;

a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk 
Instansi Pemerintah Pusat;

b. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau

c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa 
berdasarkan keputusan kepala desa untuk Instansi Pemerintah Desa;

2. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau 
Kepala Urusan Keuangan Desa; dan

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dan angka 2.

Seluruh kelengkapan dokumen tersebut dan formulir perubahan data Wajib Pajak 
Instansi Pemerintah (terlampir), harus dikirimkan kembali paling lambat 22 Juni 2020. Apabila 
dalam jangka waktu tersebut dokumen yang diminta tidak disampaikan, maka kami dapat 
menetapkan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non Efektif.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id


KEMENTERIAN KEUANGAN REFUBUK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMUUR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANS! PEMERINTAH*
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Je n is  Perubahan; I I Perm ohonan  W ejib Pajak | ~ 1 Perubah a n  D ata  S e c a ra  Ja b a ta n
N o n i o r  L H P t

A  IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Weyib Pajak  *

2. N airn  Wajib P ajak  *

ZJZ c=m  c m  □  n n m o

B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSJ PEMERINTAH
K atejori [ | l. In s tan si Pem erin tah  P u sa t

0  . Instansi Pemerintah Daerah

1 |3. Instansi Pemerintah Desa

Kods Sat leer/Kode Wilayah Desa: [ | I I [ [ T I I T f I I I j II I I I I I T

I, Name Instansi Pemerintah

2. A lam at In stansi P em erin tah : 
J a la n

Blok

Nomor

K e lu rah an / De sa 

Kec&matan 

K ota/Ka bupaten 

Prcvinsi 

Kode Pos

Nomor T ele p on /F aksim ile :
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3. Iden titas kepala In s tan s i P em e rin tah , k u asa  pengguna anggaran , pejabat yang  m e lak san ak an  fungsi ta ta  
u sa h a  keuangan , a ta u  kepala desa:
Nama Pegawai

NIK

NPWP
4. Id en tita s  Pejabat B en d ah a ra  P en g e lu a ran  a ta u  perangkat d e sa  yang  m e lak san ak an  pengelolaan keuangan  desa:

FERNY ATAAN
Denfpn menyadari sepenuhnya akan segala aldbatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan pemnd&ng- 
undangan yang berlaku saya menyatakan bahvw apa yang telah sa>a beritahukan di atas adalah benar dan lengtap.

T elah  d iteliti:

1 [ Lengkap d an  B enar Petugas,
....... Untgal ..
Pemohon,



PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH 

Petunjuk Umum : formulir ini hanya digunakan dalam hal terdapat perbedaan data 
antara administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenamya 
dan tidak diakibatkan oleh perpindahan tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak ke wilayah keija KPP lain.

Jenis Perubahan : diisi dengan tanda silang (X) pada:
1. kotak Permohonan Wajib Pajak, dalam hal formulir diisi dan 

ditandatangani oleh Wajib Pajak; atau
2. kotak Perubahan Secara Jabatan, dalam hal formulir diisi dan 

ditandatangani oleh petugas.
IDENTITAS WAJIB PAJAK

diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah yang 
mengajukan perubahan data, 
diisi dengan nama Instansi Pemerintah yang 
mengajukan perubahan data.

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

A.
1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak

B

1.

2 .

Kategori

Kode Satker/Kode 
Wilayah Desa 
Nama Instansi 
Pemerintah 
Alamat Instansi 
Pemerintah 

Nomor
Telepon /  Faksimile 
Nomor Telepon 
Seluler (handphone) 
Surel /email,)

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang 
sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang mengalami 
perubahan data.
diisi dengan kode satuan keija Instansi Pemerintah
atau kode wilayah desa.
diisi dengan nama Instansi Pemerintah.

diisi dengan alamat Instansi Pemerintah.

3.

4.

5.

diisi dengan nomor telepon atau faksimile Instansi 
Pemerintah.
diisi dengan nomor telepon seluler (handphone) 
Instansi Pemerintah.
diisi dengan alamat surel (email) Instansi 
Pemerintah.

Identitas kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, atau kepala desa 

Nama Pegawai ; diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk sebagai
kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna 
anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan, atau kepala desa, sesuai KTP.

NIK : diisi dengan NIK sesuai KTP pejabat yang ditunjuk.
NPWP : diisi dengan NPWP atas nama orang pribadi pejabat

yang ditunjuk.
Identitas Pejabat Bendahara Pengeluaran atau perangkat desa yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa 

Nama Pegawai : diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk sebagai
Bendahara Pengeluaran atau perangkat desa yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

NIK : diisi dengan NIK sesuai KTP pejabat Bendahara
Pengeluaran.

NPWP : diisi dengan NPWP atas nama orang pribadi pejabat
Bendahara Pengeluaran.

Identitas Pejabat Bendahara Peneiimaan 
Nama Pegawai

C.

: diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk sebagai 
Bendahara Penerimaan.

NIK : diisi dengan NIK sesuai KTP pejabat Bendahara
Penerimaan.

NPWP : diisi dengan NPWP atas nama orang pribadi pejabat
Bendahara Penerimaan.

PERNYATAAN
Formulir Perubahan Data Wajib Pajak ditandatangani ditandatangani oleh 
pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3, angka 4, atau angka 5. 
Dalam hal perubahan data dilakukan secara jabatan, formulir ini ditandatangani 
oleh petugas.


